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BUPATI GOWA 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH.KABUPATEN GOWA 

NOMOR Q(i T.AHUN 2022. 

TENTANG 

RETRIBUSI PERS.ETUJUAN BANGUNAN 

GEDUNG 

DEN.GAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 
• 

Menimbang : a. lbahwa 

mewujudkan 

untuk 

tertib 

penyelenggaraan 

rbangunan agar sesuai 

dengan ketentuan dan 

.terwujudnya kepastian 

hukum dalam 

11Jenyelenggaraan 

bangunan perlu 

dilakukan 

pengendalian oleh 
- 

Pemerintah Dae rah 

I 



• 

• 

lui p nerbttan 

r tujuan Bangunan 

Gedung; 

b. bahwa 

pelaksat iaan . j 

pemungutan retribusi 

persetujuan bangunan 

gedung memenlukan 

pendekatan yang lebih 

menjangkau 

kebutuhan saat 

dan mampu menjawab 

kebutuhan 

masyarakat, sehingga 

retribusi persetujuan 

bangunan gedung 

sebagaimana diatur 

dalam Pera tu ran 

dalam 

. . 

mi 

Dae rah Kabupaten 

, 

.... 

Gowa Nomor 2 1  Tahun 

2 0 1 1  ten tang Retribusi 

Izin Mendirikan 
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Bangunan sudah tidak 

sesuai lagi dengan 

perkembangan 

dinamika 

pembangunan Daerah 

dan kebutuhan 

masy.arakat serta 

Pera tu ran Daerah 

Kabupaten Gowa 

Pasal 90, Pasal 9 1 ,  

Pasal 92, Pasal 93, 

dan Pasal 94 Nomor 4 

Tahun 2014 tentang 

Bangunan Gedung 

perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan 

pertimbangan 

sebagaimana 

dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, 

perlu membentuk 

• 

... 

Peraturan Daerah 
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, 

tent ng Retribusi 

Persetujuan Bangunan 

Gedung. 

Mengingat : 1 .  Pasal 18  ayat (6) Undang­ 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 

29 'Tiahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan 

Negara 

Lembaran 

Republik 

Indonesia Nomor 1822) ;  

3. Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia 
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Tahun 2002 Nomor 134 ,  

Tambahan Lembaran 

Negara RepubJik 

Indonesia Nomor 4247), 

sebagaimana telah 

diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 1 1  Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan 

Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan .· " 

Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 
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Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah 

diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 13 Tahun 

2022 fentang Perubahan 

Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 12  Tahun 

2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan 

Perun dang- U ndangan 

(Lembaran · Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan 

Negara 

Lembaran 

Republik 

Indonesia Nomor 6801 ) ;  

5. Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan .Daerah 
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(Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 2014  Nomor 244, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah 

diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang­ 

U ndang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia· 
; -r  :  ..  

Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran , 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
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6.  Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 2010  

Pemberian 

Pemanfaatan 

Pemungutan 

Daerah dan 

Dae rah 

Cara 

dan 

Insentif 

Pajak 

Retribusi 

(Lembaran 

ten tang Tata 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 

Nomor 1 1 9 ,  Tambahan 

Lembaran 

Republik 

Nomor 5 161 ) ;  

7. Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2017  

Negara 

Indonesia 

ten tang 

Pembinaan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah 

(Lembaran 

Pedoman 

dan 

Dae rah 

Negara 
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Republik Indonesia 

Tahun 2 0 1 7  Nomor 165,  

Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

dalam Rangka 

Mendukung Kemudahan 

Berusaha dan Layanan 

Daerah (Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 

Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Nomor 6622) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2021  

ten tang Pera tu ran 
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Pelaksanaan Undang­ 

Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 

Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara 

Republik 

Nomor 6628); 

10. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 

2015  tentang 

Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  

Indonesia 

Nomor 2036), 

sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018  

1 0  



t n t 11 1 J r t l: h n A . 

ri ala m 

N g ri Norn r 80 're h n 

2 0 1 5  ten tang 

Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Serita 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157) ;  

1 1 .  Peraturan Dae rah 

Kabupaten Gowa Nomor 

15  Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah Tahun 2012  -  

2032 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 

2012 Nomor 15 ,  

Tambahan Lembaran . 

Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2012  Nomor 10) ;  
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12 .  P  raturan Daerah 

l{abupaten Gowa Nomor 

4 Tahun 2 0 1 4  tentang 

Bangunan Gedung 

(Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 

2014  Nomor 4);  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPA11EN GOWA 
I  

dan 

BUPATI GOWA 

MEMU110SKAN : 

Menetapkan:PERATURAN DAERAH 

TENTANG RE'i'RIBUSI 

PERSEffUJUAN 

BANGl§NAN GEDUNG. 
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BAB I 

l{ETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Reraturan Daerah ini yang 

dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Gowa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Gowa. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

yang selanjutnya disingkat · DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan. · 

Daerah. 

s. Dinas adalah Dimas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten 

Gow a. 
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6. Bangunan Gedung adalah wujud 

fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tern pat 

kedudukannya, sebagian a tau 

seluruhnya berada di atas dan/atau 

di dalam tanah .dari/atau air, yang 

berfungsi sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatannya, baik untuk 

hunian atau tempat tinggal, kegiatan 

keagamaan, kegiatan usaha, 

kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus. 

7. Persetujuan Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disirtgkat PBG adalah 

perizinan yang diberikan kepada 

pemilik Bangunan Gedung untuk 

membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/ atau 

merawat Bangunan Gedung sesuai 

dengan standar teknis Bangunan 

Gedung. 
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J t � rm 

d t n  

I  

1  

n  

nn j m n 

lanj t n 

1 ktronik 

I M U  

berbasi \VCb an 

digunakan untuk melaksanakan 

proses penyelenggaraan PBG. 

9. Retribusi Persetujuan Bangunan 

Gedung yang selanjutnya disebut 

Retribusi PBG adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas 

pemberian jasa dalam penerbitan 

persetujuan mendirikan bangunan 

gedung yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau 

badan. 

10. W ajib Retribusi adalah orang pribadi 
atau badan, yang menurut peraturan 

. 

perundang-undangan mengenai 
retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi persetujuan tertentu. 

1 5  
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1 1 .  u  1  �  l  �  R  r1 l i d 1 h ng 

1 ri adi t u b clan, yang 

h persetujuan mendirikan 

angunan gedung dari Pemerintah 

Daerah. 

1 2 .  Masa Retribusi adalah suatu jangka 

waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi wajib retribusi 

untuk memanfaatkan jasa dan 

perizman tertentu dari pemerintah 

Dae rah. 

13. Pemohon adalah orang atau badan 

yang mengajukan 

bangunan Gedung. 

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian 

kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek retribusi, 

penentuan besamya retribusi yang 

terutang, sampai kegiatan penagihan 

retribusi kepada wajib retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

1 6  
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15 .  Tim Profe i Ahli yang cl njutnya 

disingkat Tl A adalah Tim yang 

t rdiri atas profesi ahli yang ditunjuk 

oleh Pemerintah Daerah untuk 

memberikan pertimbangan teknis 

dalam Peny.elenggaraan Bangunan 

Gedung. 

16. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya 

disingkat TPT adalah Tim yang 

dibentuk oleh Pemerintah Daerah 

yang terdiri atas instansi terkait 

Persetujuan Bangunan Gedung 

untuk memberikan pertimbangan 

teknis dalam proses penilaian 

dokumen rencana teknis bangunan 

gedung dan rencata tata bangunan 

berupa rumah tinggal 1 Iantai 

dengan luas paling banyak 72 m2 . .  

d an  rumah rtinggal 2 Ian tai dengan 

luas paling banyak 90 m2, serta 

pemeriksaan dokumen permohonan 

SLF perpanjangan. 
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11 .  P nilil ngunan Oedung yang 

elanjutnya disebut Penilik adalah 

orang perseorangan yang memilikt 

kompetensi dan diberi tugas oleh 

pemerintah pusat atau Pemerintah 

Daerah se.suai dengan 

kewenangannya untuk melakukan 

inspeksi terhadap Persetujuan 

Bangunan Gedung, 

18. Sekretariat TPA, TPT dan Penilik 

yang .selanjutnya disebut Sekretariat 

adalah Tim atau perseorangan yang 

ditetapkan oleh kepala dinas teknis 

untuk mengelola pelaksanaan tugas 

TPA, 'iPPT, dan Penilik, 

19. Pengelola Teknis Bangunan adalah 

Tenaga teknis penangkat daerah yang 

bertanggung jawab dalam pembinaan 

Bangunan Gedung, yang ditugaskan 

untuk membantu perangkat daerah 

dalarm pembangunan bangunan. 

1 8  



20. Pengkaji Teknis adalah orang 

perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbadan hukum maupun 

tidak berbadan hukum, yang 

mempunyai sertifikat kompetensi 

kerja kualifikasi ahli atau sertifikat 

badan usaha untuk melaksanakan 

pengkajian teknis atas kelaikan 

fungsi Bangunan Gedung. 

2 1 .  Surat Setoran Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disingkat SSRD adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran 

retribusi yang telah dilakukan 

dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke 

kas daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh 

Kepala Daerah. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
- - 

yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan retribusi 

yang menetapkan besarnya jumlah 
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• 

pokok retribusi yang terutang, 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SI{RDLB adalah surat 

ketetapan retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah 

kredit retribusi lebih besar daripada 

retribusi yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan 

retribusi . dan/ atau . · sanksi 

administratif berupa denda. 

25. Pemeriksaan adalah salah satu 

bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

petugas pajak khususnya kepada 

wajib pajak yang memang sudah 

memenuhi kewajiban pajaknya 

sesuai dengan nominal yang sudah 

ditetapkan berdasarkan aturan pajak 

20 



yang berlaku di Indonesi . 

26. Sertifikat Laik Fungsi yang 

selanjutnya disingkat SLF adalah 

sertifikat yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk 

menyatakan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung sebelum dapat 

dimanfaatkan. 

27. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan 

Gedung yang selanjutnya disingkat 

SBKBG adalah surat tanda bukti hak 

atas status kepemilikan Bangunan 

Gedung. 

28. Indeks Terintegrasi adalah bilangan 

basil korelasi matematis dari indeks 

parameter fungsi, klasifikasi dan 

waktu penggunaan Bangunan 

Gedung, sebagai faktor pengali . .  

terhadap harga satuan retrbusi 

untuk menghitung besaran retribusi. 

2 1  
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29. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah 

pengklasifikasian lebih lanjut dari 

fungsi Bangunan Gedung, agar 

dalam pembangunan dan 

pemanfaatan Bangunan Gedung 

dapat lebih tajam dalam penetapan 

persyaratan administratif dan 

teknisnya yang harus diterapkan 

berdasarkan tingkat kompleksitas, 

tingkat permanensi, tingkat risiko 

bahaya kebakaran, lokasi, ketinggian 

kepemilikan 

dan kelas 

gedung, 

gedung 

bangunan 

ban gun an 

bangunan. 

30. Bangunan Gedung .. untuk 

Kepentingan Umum adalah 

bangunan Gedung yang fungsinya 

untuk kepentingan publik, baik 

berupa fungsi keagamaan, fungsi 

usaha, fungsi sosial . dan budaya, 

fungsi khusus maupun fungsi 

campuran. 
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3 1 .  Bangunan Oedung Sederhana adalah 

bangunan gedung dengan teknologi 

dan spesifikasi sederhana. 

32. Bangunan Gedumg Tidak Sederhana 

adalah bangunan gedung dengan 

teknologi dan spesifikasi tidak 

sedenhana, 

33. Bangunan Gedung Khusus adalah 

Bangunan Gedung yang memiliki 

standar khusus serta dalam 

perencanaan pelaksanaannya 

memerlukan penyelesaian dan 

teknologi khusus, bangunang gedung 

yang mempunyai tingkat 

kerahasiaan tinggi untuk 

kepemtingan nasional, bangunan 

gedung yang penyelenggaraannya 

dapat membahayakan masyarakat · · 

disekitarnya dan Bangunang Gedung 

yang mempunyai risiko bahaya 

tinggi. 
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34. Bangunan Perrnanen adalah 

bangunan gedung yang rencana 

penggunaannya Iebih dari 5 (Hrna) 

tahun dan penyusutannya 

ditetapkan 2o/o (dua persen) per 

tahun, 

35. Bangunan Semi Permanen adalah 

Bangunan gedung non permanen 

yang rencana penggunaannya 

sampai dengan 5 (lima) tahun dan 

penyusutannya ditetapkan 4o/o 

(empat persen) per tahun. 

36. Bangunan Sementara/Darurat 

adalah banguna1J1 gedung yang non 

permanen yang �encana 

penggunaannya sampai dengan 5 

(lima} tahun dan penyus.utannya 

ditetapkan 10°/o (sepuluh persen] per 

tahun, 

37. Prasarana dan Sarana Bangunan 

Gedung adalah fasilitas kelengkapan 

di dalam dan .di luar Bangunan 

24 
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m nd k n  

nggarany fu ng i  

un 

p menuhan 

Bangunan Gedung. 

38. Mendirikan Bangunan Gedung 

adalah pekerjaan membangun baru 

bangunan gedung sesuai dengan 

standar teknis bangunan gedung. 

39. Mengubah Bangunan Gedung adalah 

pekerjaan 

dan/atau 

mengu bah fungsi 

klasifikasi bangunan 

gedung antara lain mengubah lapis 

bangunan, luas bangunan, tampak 

bangunan, spesifikasi dan dimensi 

komponen pada bangunan gedung 

yang mempengaruhi . aspek 

keselamatan dan/atau kesehatan, 

perkuatan bangunan gedung 

terhadap tingkat kerusakan sedang . � 

atau berat, perlindungan dan/atau 

pengembangan BGCB a tau 

perbaikan bangunan gedung yang 

terletak di kawasan cagar budaya 

.j 
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dengan tingkat kerusakan ringan, 

sedang atau berat. 

40. Persetujuan Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disingkat PBG adalah 

perizinan yang diberikan kepada 

pemilik Bangunan Gedung untuk 

membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/ atau 

memuat Bangunan Gedung sesuai 

dengan standar teknis Bangunan 

Gedung. 

41 .  Penyelenggara Bangunan Gedung 

adalah pemilik bangunan gedung, 

penyedia jasa konstruksi bangunan , 

gedung, dan pengguna bangunan 

gedung. 

42. Pemilik Bangunan Gedung adalah 

orang, kelompok orang, badan atau 

perkumpulan yang menurut hukum, 

sah sebagai pemilik bangunan 

gedung. 
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43. Pengguna Bangunan Gedung adalah 

pemilik bangunan gedung dan/atau 

bukan pemilik bangunan gedung 

berdasarkan kesepakatan dengan 

pemilik bangunan gedung yang 

menggunakan dan/ atau mengelola 

bangunan gedung atau bagian 

bangunan gedung sesuai dengan 

fungsi yang ditetapkan. 

44. Pemeliharaan adalah kegiatan 

menjaga keandalan bangunan 

gedung beserta prasarana dan 

sarananya agar bangunan gedung 

selalu laik fungsi. 

45. Perawatan adalah kegiatan 

memperbaiki dan/ atau 

bagian bangunan 

mengganti' 
: , :·· ... _,, .  

gedung, 

.' .� 
· ,  ... 

� .. 

I :  
.  

.  �-! 

komponen, bahan bangunan, 

dan/ atau prasarana dan sarana agar 

bangunan gedung tetap laik fungs(�--·- 

27 I  
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46. Pemugaran Bangunan Gedung yang 

dilindungi dan dilestarikan adalah 

kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, 

rehabilitasi dan restorasi. 

47. Pelestarian adalah kegiatan 

perawatan, pemugaran, serta 

pemeliharaan bangunan gedung dan 

lingkungannya untuk 

mengembalikan keandalan bangunan 

tersebut sesuai dengan aslinya, atau 

, sesuai dengan keadaan menurut . 

periode yang dikehendaki. 

48. Masyarakat adalah perorangan, 

kelompok, badan hukum atau usaha 

dan lembaga atau organisasi yang 

kegiatannya di bidang bangunan 

gedung, termasuk masyarakat 

hukum adat dan masyarakat ahli 

yang berkepentingan dengan 

persetujuan bangunan gedung. 

49. Harga satuan retribusi 

persetujuan adalah tarif 
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retribusi PBG yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan 

aplikasi Perhitungan Standar Harga 

Satuan Tertinggi yang disediakan 

oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat. 

50. Tingkat penggunaan jasa adalah 

perkalian diukur berdasarkan 

formula yang mencerminkan biaya 

penyelenggaraan penyediaan 

layanan. 

5 1 .  Pejabat yang ditunjuk adalah 

pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang perizinan dan/ atau 

pemungutan retribusi PBG. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi PBG dipungut 

retribusi atas penerbitan PBG dan 

29 
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penerbitan SLF Bangunan Gedung atau 

Prasarana Bangunan Gedung. 

Pasal 3 

(t) Objek Retribusi PBG sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 yakni 

penerbitan PBG dan SLF. 

(2) Penerbitan PBG dan SLF 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

meliputi kegiatan layanan konsultasi 

pemenuhan standar teknis, · 

penerbitan PBG, inspeksi Bangunan 

Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, 

serta pencetakan plakat SLF. 

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut 

diberikan 

persetujuan: 

a. pembangunan baru; 

permohonan untuk 

,.. 

b. Bangunan Gedung yang sudah 

terbangun dan belum memiliki 

PBG dan/ atau SLF; 

.... ., . . 
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c. PBG perubahan untuk: 

1 .  perubahan fungsi Bangunan 

Gedung; 

2.  perubahan lap is Bangunan 

Gedung; 

3. perubahan luas Bangunan 

Gedung; 

4. perubahan tampak Bangunan 

Gedung; 

5. perubahan spesifikasi dan 

dimensi komponen pad a 

Bangunan Gedung yang 

mempengaruhi aspek 

keselamatan dan/atau 

kesehatan; 

6.  perkuatan Bangunan Gedung 

terhadap tingkat kerusakan · 

sedang atau berat; 

7. perlindungan dan/atau 

pengembangan Bangunan 

Gedung cagar budaya; atau 

3 1  ,i 
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s. perbaikan Bangunan Gedung 

yang terletak di kawasan 

cagar budaya. 

(4) PBG perubahan tidak diperlukan 

untuk pekerjaan pemeliharaan dan 

pekerjaan perawatan. 

(5) Tidak termasuk objek retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

yakni penerbitan PBG dan SLF untuk 

bangunan milik pemerintah pusat, 

Pemerintah Daerah, atau bangunan 

yang memiliki fungsi keagamaan. 

Pasal 4 

(I) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap 

orang pribadi atau badan yang 

memperoleh PBG dan SLF. 

(2) Wajib Retribusi PBG yaitu orang 

pribadi atau badan yang diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran 

Retribusi PBG. 
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BAB III 

GOLONOAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi PBG digolongkan sebagai 

Retribusi Perizinan Tertentu, 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT 

PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

( 1 )  Besamya Retribusi PBG yang 

terutang dihitung berdasarkan 

perkalian antara tingkat penggunaan 

jasa atas penyediaan layanan dan 

Harga Satuan Retribusi PBG. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas 

penyediaan layanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  diukur 

berdasarkan 

mencerminkan 

penyelenggaraan 

layanan. 

formula yang 
• • 
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(3) Harga Satuan Retribusi PBG 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

terdiri a tas: 

a. indeks lokalitas dan Standar 

Harga Satuan Tertinggi untuk 

Bangunan Gedung; atau 

b. Harga Satuan Retribusi Prasarana 

Bangunan Gedung untuk 

Prasarana Bangunan Gedung. 

(4) Formula sebagaimana dimaksud · 

pada ayat (2) terdiri atas formula 

untuk: 

a. Bangunan Gedung; dan 

b. prasarana Bangunan Gedung. 

(5) Formula sebagaimana dimaksud · 

pada ayat (3) huruf a terdiri atas: 

a. luas Total Lantai; 

b. Indeks Terintegrasi; dan 

c. indeks Bangunan Gedung 

Terbangun. 
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(6) Formula sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b terdiri atas: 

a. volume; 

b. indeks Prasarana Bangunan 

Gedung;dan 

c. indeks Bangunan 

Terbangun, 

BABV 
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN 

BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

( 1 )  Prinsip dan sasaran dalam penetapan 

tarif Retribusi PBG didasarkan pada 

tujuan untuk menutup seluruh biaya 

penyelenggaraan penerbitan PBG dan 
"· .. -.. . 

'· 

Gedung 

b. inspeksi 

Gedung; 

Pemilik 

.. 

Bangunan 

� 
•  I  

:···� 
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SLF. 

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan 

PBG dan SLF sebagaimana dimaksucf?}} 
..... 

pada ayat ( 1 )  meliputi: 

a. penerbitan dokumen PBG dan SLF; 



c. penegakan hukum; 

d.penatausahaan;dan 

e. biaya dampak negatif dari 

penerbitan PBG dan SLF tersebut. 

BAB VI 
STRUI{TUR DAN BESARAN TARIF 

Pasal8 

( 1)  Struktur dan besaran tarif Retribusi 

PBG ditetapkan berdasarkan 

kegiatan pemeriksaan pemenuhan 

standar teknis dan layanan 

konsultasi untuk: 

a. Bangunan Gedung ! 

Tarif Retribusi PBG untuk 

Bangunan Gedung dihitung 

berdasarkan Luas Total Lantai 

(LLt) dikalikan Indeks Lokalitas 

(Ilo) dikalikan Standar Harga 

Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan 

Indeks Terintegrasi (It) dikalikan 

Indeks Bangunan Gedung 

Terbangun (Ibg) atau dengan 
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rumus: 

I  LLt x (l lo x SIIST) x It x ibg 

b. Prasarana Bangunan Gedung 

Tarif Retribusi PBG untuk 

Prasarana Bangunan Gedung 

dihitung berdasarkan Volume (V) 

dikalikan Indeks Prasarana 

Bangunan Gedung (I) dikalikan 

Indeks Bangunan Gedung 

Terbangun (Ibg) dikalikan harga 

satuan retribusi Pr a saran a 

Bangunan Gedung (HSimb) atau 

dengan rumus: 

V x I x Ibg x HSpbg 

(2) Indeks Terintegrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  dihitung .. _ 
. ' 

berdasarkan indeks fungsi (I� 

dikalikan penjumlahan dari bobot 

parameter (bp) dikalikan indeks 

parameter (Ip) dikalikan faktor 
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rum us: 

Ifx I (bp x Ip) x Fm 

(3) Ketentuan mengenai Indeks 

Terintegrasi dan koefisien jumlah 

lantai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, 

Lampiran II dan Lampiran III 

Peraturan ini yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

(4) Ketentuan mengenai Indeks 

Bangunan Gedung Terbangun dan 

Indeks Prasarana Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

tercantum dalam Lampiran IV dan 

Lampiran v peraturan ini yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasa19 

(1 )  Tarif Retribusi PBG sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi PBG 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilakukan dengan memperhatikan 

indeks harga dan perkembangan 

perekonomian. 

(3) Peninjauan indeks/tarif Retribusi 

PBG sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  hanya terhadap besaran 

harga dalam tabel HSBGN/SHST dan 

indeks lokalitas. 

(4) Struktur dan be saran tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dan ayat (2) ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati. 

39 



- ·  

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Wilayah 

Pasal 10  

Retribusi PBG Bangunan Gedung 

dan/ atau prasarana Bangunan Gedung 

dipungut diwilayah Daerah. 

Bagian Kedua 
Pendapatan Retribusi 

Pasal 1 1  

Semua pendapatan dari Retribusi PBG 

disetor ke kas Daerah. 

BAB VIII 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan Retribusi PBG 

Pasal 12  

(1) Retribusi PBG dipungut dengan 

menggunakan SKRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 
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(2) Dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dapat berupa karcis clan kupon. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pelaksanaan pemungutan 

Retribusi diatur dalam Peraturan 

Bupati 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran Retribusi PBG 

Pasal 13 

( 1 )  Retribusi PBG dipungut di wilayah 

Daerah. 

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

menetapkan Retribusi PBG terutang 

dengan menggunakan SKRD atau 
.. -c ..... 

dokumen lain yang dipersamakan . .  ,  . . .  -- 

(3) Tata cara penerbitan dan 

penyampaian SKRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

, . 

I  

I 

1 
I  

' .  I  
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Pasal 14  

( 1 )  Pembayaran Retribusi PBG dilakukan 

sekaligus atau lunas paling lambat 7 

(tujuh) hari sejak SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan 
� 

diterbitkan. 

(2) Pembayaran Retribusi PBG 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

diberikan tanda bukti pembayaran 

dan dicatat dalam buku penerimaan. 

(3) Hasil penerimaan Retribusi PBG 

disetor ke kas Daerah melalui 

bendahara khusus Penerima Dinas 

paling lambat 1 x 24 Jam. 

.,, 

(4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku 

dan tanda bukti pembayaran, serta 

tata cara pembayaran ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati. 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara Penagihan Retribusi PBG 

Pasal 15  

( 1 )  Penagihan Retribusi PBG . yang 

terutang menggunakan STRD dan 

didahului dengan surat teguran atau 

surat peringatan atau surat lain yang 
. . 

sejems, 

(2) Surat teguran atau surat peringatan 

atau surat lain yang sejenis sebagai 

awal tindakan penagihan Retribusi 

PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak 

jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal surat teguran atau 

surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis disampaikan, Wajib Retribusi�; 

harus melunasi retribusi yang 

terutang. 
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(4) Surat teguran, surat peringatan atau 

surat lair yang sejenis, cJitcrbitkan 

oleh Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk. 

Bagian Keernpat 
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan 

atau Penghapusan Sanksi Administratif, 
dan Pembatalan Retribusi PBG 

(1)  Wajib 

Pasal 16  

Retribusi PBG dapat 
• I 

.. 

dan/atau kekeliruan dalam 

mengajukan permohonan 

pembetulan SKRD dan STRD yang 

dalam penerbitannya terdapat 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, 

penerapan peraturan Daerah. 

(2) Wajib retribusi PBG dapat 

mengajukan permohonan 

pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif . berupa denda 

dan kenaikan retribusi yang 

terhutang dalam sanksi tersebut 
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karena kekhilafan, atau bukan 

karena kesalahannya. 

(3) Wajib Retribusi PBG 

mengajukan permohonan 

pembatalan ketetapan retribusi yang 

tidak benar. 

(4) Permohonan pembetulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
pengurangan atau penghapusan 
sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dan 
pembatalan sebagaimana dimaksud. 
pada ayat (3), harus disampaikan 
secara tertulis oleh Wajib Retribusi 
PBG kepada Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja sejak tanggal diterima 
SKRD dan STRD, dengan 

memberikan alasan yang jelas dan 
meyakinkan untuk mendukung 

permohonannya. 

(5) Keputusan atas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
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diterbitkan oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk paling lambat 28 (dua 

puluh delapan) hari kerja sejak 

tanggal permohonan diterima. 

(6) Apabila setelah lewat 28 (dua puluh 

delapan) hari kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk tidak 

memberikan keputusan, permohonan 

pembetulan, pengurangan ketetapan, 

penghapusan atau pengurangan 

sanksi administratif dan pembatalan 

dianggap dikabulkan. 

. Bagian Kelima 
Tata Cara Penyelesaian Keberatan 

Retribusi PBG 

(1)  Wajib 

Pasal 17 

retribusi · PBG dapat 

mengajukan keberatan kepada bupati 

atau pejabat yang ditunjuk atas 

SKRD, atau dokumen lain yang 

persamakan 
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rat n di tjul n ec ra t rtul is 

111 b ha a lndone ia deng n 

disertai alasan yang jelas. 

) l eberatan harus diajukan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal SKRD 

diterbitkan, kecuali jika Wajib 

Retribusi PBG dapat menunjukkan 

bahwa jangka waktu itu tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan itu di luar 

kekuasaannya. 

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda 

kewajiban membayar retribusi dan 

pelaksanaan penagihan retribusi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pengajuan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

diatur dalam peraturan Bupati 

Pasal 18  

( 1 )  Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

dalam jangka waktu paling lama 6 
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Ienam] bulan sejak tanggal surat 

keberatan diterima harus memberi 

k putusan atas keberatan yang 

diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan 

dapat berupa menerima seluruhnya 

a tau sebagian, menolak, a tau 

menambah besarnya retribusi 

terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  telah lewat 

dan tidak ada suatu keputusan, 

keberatan yang diajukan tersebut 

dianggap dikabulkan. 

· Pasal 19 

( 1 )  Jika pengajuan keberatan 

dikabulkan sebagian a tau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran 

retribusi dikembalikan dengan 

ditambah imbalan bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan untuk paling 

lama 12  (dua belas) bulan. 
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(2) lmbal n bunga 

di111· k ud pad ay t 

sebagalmana 

( 1 )  d ih i tung 

ej k bulan pelunasan sampai 

dengan diterbitkannya SKRDLB. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Penghitungan Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran 
Retribusi PBG 

Pasal20 

(1) Wajib Retribusi PBG mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada 

Bupati untuk penghitungan 

pengembalian retribusi. 

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  kelebihan 

pembayaran retribusi diperhitungkan 

dan dikembalikan kepada yang 

berhak. 

Pasal 2 1  

( 1 )  Atas kelebihan pembayaran retribusi, 

wajib Retribusi PBG dapat 

mengajukan permohonan 

pengembalian kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 
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(2) Bupati tau pejabat yang ditunjuk 

dalam j \V ktu paling lama 6 

( n m] but n, ej k diterimanya 

p nuohonan pengembalian kelebihan 

p mbayaran retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  harus 

memberikan keputusan. 

3) Apabila jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2),  telah 

dilampaui dan tidak ada suatu 

keputusan, permohonan 

pengembalian pembayran Retribusi 

dianggap dikabulkan dan SKRDLB 

harus diterbitkan dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Jika pengembalian kelebihan 

pembayaran retribusi dilakukan 

setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati 

a tau pejabat yang ditunjuk 

memberikan imbalan bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan atas 

keterlambatan pembayaran kelebihan 
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pembayaran retribusi. 

( ) K t ntu 1 lebih lanjut mengenai tata 

ara pengembalian kelebihan 

pe1nbayaran retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Bupati. 

BAB IX 

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN 

PEMBAHASAN RETRIBUSI 

Pasal 22 

(1) Bupati dapat memberikan 

keringanan dan/ atau pengurangan 

besarnya Retribusi PBG berdasarkan 

kriteria: 

a. Bangunan Gedung fungsi hunian 

bagi Masyarakat berpenghasilan 

rendah seperti rumah tinggal 

tunggal sederhana, rumah deret 

sederhana, dan rumah susun 
\ 

sederhana, beserta prasarana 

bangunan gedungnya; 
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b. bangunan gedung fungsi usaha 

beru pa pasar tradisional a tau 

usaha mikro/kecil lainnya; dan 

c. bangunan gedung fungsi sosial 

dan budaya yang kegiatannya 

non-komersial. 

(2) Bupati dapat memberikan 

pembebasan retribusi 

berdasarkan kriteria: 

a. bangunan gedung 

keagamaan berupa 

tempat ibadah; 

b. bangunan gedung fungsi hunian 

bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah seperti rumah tinggal 

tunggal sederhana, dan rumah 

deret sederhana beserta 

prasarana bangunan gedungnya; 

c. prasarana dan sarana bangunan 

gedung yang non-komersial. 
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(3) Pernberian keringanan dan/ atau 

pengurangan, dan pembebasan 

Retribusi PBG sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) 

dengan memperhatikan kemampuan 

Wajib Retribusi antara lain 

kemampuan mengangsur, akibat 

bencana alam a tau korban 

kerusuhan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara keringanan dan/ atau 
pengurangan, dan pembebasan 
Retribusi PBG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l)diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

B AB X  

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 23 

( 1)  Hak untuk melakukan penagihan 
retribusi kedaluwarsa seteial¥l� 
melampaui jangka waktu 3 (tiga] 

tahun terhitung sejak saat terhutang 

retribusi, kecuali apabila Wajib 

Retribusi melakukan tindak pidana 
bidang retribusi. 
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(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi 

sebagaim na dimaksud pada ayat ( 1 )  

tertan ul apabila: 

a. diterbitkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan hutang retribusi 

dari wajib retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Surat teguran diterbitkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya 

surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara 

langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b adalah wajib 

retribusi dengan kesadarannya 

menyatakan masih mempunyai utang 

retribusi dan belum melunasinya 

kepada Pemerintah Daerah 

(5) Pengakuan utang retribusi secara 
tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dapat diketahui dari pengajuan 
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p rmoho nan angsuran a tau 

p nunda n pernbayaran dan 

p rmohonan keberatan oleh Wajib 

Retribusi. 

Pasal 24 

( 1 )  Piutang retribusi yang tidak mungkin 

ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah 

kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan 

panghapusan piutang retribusi yang 

sudah kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara penghapusan piutang retribusi 

yang sudah kedaluwarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

diatur dalam Peraturan Bupati. 

55 



A XI 

IN ENTtF EMUNOUTJ\N 

P sat 25 

1  Din s dan instansi yang 

melaksanakan pemungutan retribusi 

dapat diberi in sen tif atas dasar 

pencapaian kinerja tertentu. 

2) Pemberian insentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan 

melalui anggaran pendapatan ·aan 

belanja daerah. 

(3) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata 

cara pemberian dan pemanfaatan 

insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) ,  diatur dalam Peraturan 

Bupati berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB XII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 26 

( ] )  Dalam hal wajib retribusi tidak 

membayar tepat pada waktunya, atau 
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membayar tepat pada waktunya, 

atau kurang membayar dikenakan 

sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2°/o (dua persen) setiap bulan 

dari retribusi an ru ang ·ang 

tidak atau kuran d i l  ·ar dan 

ditagih d n n rn ng_run k n TR . 

(2) Pena ihan t  rib 

s iba aim n. dim.  l  ·n 

d idnhu lu i  d  1 1 t ,  1  

y  ( I )  

.  ' 1 1 1  

I  :  I  

ntu .  i  i  l  

.  

n 

.  

v 1  n 

n 

P jnb 

di lin kun 

dib ri w \\' n n khi b gai 

p m idik un uk m lakukan 

pen -idikan ind k pidana di bidang 

retribusi Dae rah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud 

pad a ayat ( 1 )  adalah Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

pemerintah daerah yang diangkat 

oleh pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya 

kepada penuntut umum melalui 

Penyidik Pejabat Palisi Negara 

Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

berwenang: 
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3. 111enerima, mencari, mengumpulkan 

dan meneliti keterangan atau laporan 

tindak pidana di bidang retribusi 

Oaerah agar keterangan atau laporan 

tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan 

mengumpulkan keterangan mengenai 

orang pribadi a tau badan ten tang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan tindak pidana retribusi; 

c. meminta keterangan dan barang 

bukti orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan dan 
dokumen lain berkenaan dengan · 

tindak pidana dibidang retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untu�1) 
mendapatkan barang bukti 

pembukuan, pen ca ta tan dan 

dokumen lain serta melakukan 

penyitaan terhadap barang bukti 

59 

' )  . .  
........ 

' . . 



terse but; 

f. merninta bantuan tenaga ahli dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang 

retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau 

melarang seorang meninggalkan 

ruangan a tau tempat pad a saat 

pemerikasaan sedang berlangsung 

dan memeriksa identitas orang, 

benda dan/atau dokumen yang 

dokumen yang dibawa sebagaimana 

dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan 

dengan tindak pidana retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar 

keterangannya dan diperksi sebagai 

tersangka atau sanksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu 

untuk kelancaran penyidikan tindak 

� - .  

pidana dibidang retribusi . 

sesuai 
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dengan ketentuan peraturan 

p rundang-undangan. 

BAB XIV 

PEMERII{SAAN RETRIBUSI 

Pasal 29 

( 1) Bupati berwenang melakukan 

pemeriksaan untuk . .  menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban 

retribusi dalam rangka 

melaksanakan peraturan perundang­ 

undangan retribusi. 

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau 

meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya 

dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan objek · 

retribusi yang terutang; 
I:.' . • . • •  

b. memberikan kesepakatan untuk 

memasuki tempat atau ruangan 

yang dianggap perlu dan 

6 1  



memberikan bantuan guna 

kelancaran pemeriksaan; dan/ atau 

c. memberikan keterangan yang 

diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam 

Peraturan Bu pati 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 30 

(1)  Wajib retribusi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak 

melaksanakan kewajiban sehingga 

merugikan keuangan daerah diancam 

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau pidana denda paling 

banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi 

teru ta.ng yang tidak a tau kurang 

dibayar. 
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1 i n  1 k '  a im n  

in,a u ( 1 )  merupak n 

lancaa 

n a s bagaimana dimaksud pada 

aya ( 1) merupakan • penenrnaan 

n gara. 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 3 1  

Peraturan Bupati mengenai teknis 

pengaturan pelaksanaan dari peraturan 

Daerah tentang retribusi izin mendirikan 

bangunan yang sudah ada sebelumnya 

dan tidak bertentangan dengan 

peraturan Daerah ini dinyatakan tetap 

berlaku, sepanjang belum ada peraturan 

penggantinya. 
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a sa 

J , : , Vil 

r T� .,N1UAN I  •  NU1U 

I  al 2 

raturan Da rah ini mulai 

..  _. 

P ra ur n Daerah Kabupaten 

, a Nomor 04 Tahun 20 18  tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2018 Nomor 04) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 33 

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan 

Daerah ini harus ditetapkan paling 

lama 3 (tiga) bu-Ian terhitung sejak 

Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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Pasal 34 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerin tahkan pengundangan 

Pera tu ran Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa. 

Ditetapkan di Sungguminasa 
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I � N J •  LA AN 

A1A 

ER TUI AN AERAH KABUPATEN 

GOWA 

NO MOR 

TENTANG 

RETRIBUSI PERSETUJUAN BAN.GUNAN 

GED UNG 

I. UMUM 

Dengan terbitnya Undang- 

Undang s Nomor ... :;l l . .  Tahun 2020 

ten tang Cipta Kerja yang 

mengubah Undang-Undang Nomor 
... . - 

28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
�-J� rl:il.!:lovo • 4  J f 

2002 tentang Bangunan ·Gedung 

serta . melahirkan Pera tu ran 
.. 

Pemerintah Pelaksanaannya yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 O 

Tahun 2021 tentang Paja�-.JDaerah 
I 

dan Retribusi Daerah da1am 

rangka mendukung kemudahan 
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berusaha dan layanan daerah dan 

Peratur 11 Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2021  tentang Peraturan 

Pelal sanaan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung. 

Perubahan regulasi tersebut 

menghapuskan dua jenis retribusi 

pada golongan retribusi tertentu 

yakni retribusi Izin Mendirikan 

bangunan dan retribusi izm 

gangguan dan memunculkan satu 

jenis retribusi yakni retribusi 

persetujuan ·bangunan gedung. 

Sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, pengadaan 

retribusi PBG dalam pelanggaran 

PBG dapat dikenakan oleh � 

Pemerintah Daerah dengan terlebih 

dahuku menerbitkan dasar 

pemungutan berupa perda PBG. 
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Retribusi Persetujuan Bangunan 

Gedung mengatur lebih lanjut 

teknis penyelenggaraan PBG agar 

masyarakat dapat memenuhi 

persyaratan standar teknis dalam 

mendirikan bangunan gedung, 

sehingga bangunan gedung yang 

terbangun dapat terjamin 

keselamatan pengguna dan 

lingkungan, dapat ditempati secara 

aman, sehat, nyaman dan 

aksesibel. Pemenuhan standar 

teknis bangunan gedung sesuai 

fungsi dan klasifikasi diharapkan 

dapat menghindari kegagalan 

konstruksi maupun kegagalan 

bangunan gedung. 

Penyelenggaraan PBG 

dilakukan melalui dua proses 

yakni perencanaan PBG dan 

penerbitan PBG. Pad a proses 

perencanaan pemohon PBG 
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111 ndaf arkan P rm honan P 

m lalui sistem informa 

manajemen bangunan geclung. 

Pad a proses penerbitan PBG, 

terdapat tiga tahapan penerbitan 

yakni penetapan nilai retribusi 

PBG, pembayaran retribusi PBG 

dan penerbitan PBG. Perizinan 

dalam rangka mendirikan 

bangunan gedung merupakan 

salah satu perizinan yang 

dibutuhkan semua sektor apabila 

akan dilakukan pembangunan 

fasilitas bangunan gedung. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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1 

A t ( l )  

Cuku p jelas. 

Ayat (2) 

Cuku p jelas. 

Ayat (3) 

Cuku p jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

\ 

Pasa14 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 
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at (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Perhitungan Retribusi 

Bangunan Gedung 
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Lt � ( I I  

l b  

Contoh I :  

Studi Kasus Rumah 

Tinggal Sederhana 

Data Bangunan 
Fungsi : Hunian 

Jenis Bangunan 
Bangunan 

Gedung Baru 

Indeks BG Terbangun 

(Ibg) : 1 

Luas Bangunan, (LLt) 

: 36 m2 

Ketinggian 

: 1 Lantai 

Lokasi 

Kelurahan 

Pandang-Pandang 

Kepemilikan 

: Pribadi 

SHST BG Sederhana 

: R p S . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0  

Indeks Lokalitas (Ilo) 

: 0,So/o 
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HST) I x 



Fungsi 0,2 x 

Indeks 0,3 x Ru mah 
1=  0,3 
Kornpleksi tas 
Sederhana 
Tinggal 
2 0,4 
Permanensi : 

1 ,2 

Perman en 
0 , 15  0,5 x 

Ketinggian 1 = 0,5 
:  1 Lantai 

L(bp x Ip) 
Kepemilikan: 
Perorangan 

Faktor Kepemilikan 
(Perorangan) = 1 
Indeks Terin tegrasi (It) 
: 0, 15  x 1 , 2  x 1  =  0, 18  

Cara Perhitungan : 
Luas Total Lan tai (Lit) 

x (Indeks Lokalitas x · 
SHST) x Indeks ' 

.1' ·····- . 

Terin tegrasi (It) x 
Indeks BG Terbangun 
:36 x (O,So/o x 

RpS.680.000,00) x 0 , 18  
x l :  Rp184.032,00 
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Contoh II: 

Studi Kasus Bangunan 

Ganda/ Campuran 

Data Bangunan 

Fungsi: 

Ganda/ Campuran 

Jenis Bangunan: 

Bangunan Gedung 

Baru 

Indeks BG Terbangun 

(Ibg) : 1 

Luas Bangunan (LLt) 

: 200 m2 

Ketinggian 

: 2 Lantai 

Lokasi 

Kelurahan 

Pan dang-Pan dang 

Kepemilikan 

: Pribadi 

SHST BG Sederhana 

RpS.320.000,00 

Indeks Lokalitas (Ilo) 

; 0,35°/o 

Bangunan Indeks 0,3 
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x 1 · 0 , 3  
Korn p leksi tas 

Sederhru1a 

Usaha Fungsi 0;2 x 

2 = D,4 

Permanensi : 

Perman en 

0,6 0,15 x 
1,090 - 0,$45 

Ketinggian: 2 Lantai 

L(bp x Ip) 

= 1 ,245 

Kepemilikan 
Perorangan 

Faktor Kepemilikan 
(Perorangan) = : 1  

Indeks 'iferintegrasi (It) 

: 0,6 x 1 , 2 4 5  x 1  = 

0,747 

Cara Perhitungan : 

Luas Total Lantai (Llt) 
. . 

x (Indeks Lokalitas x 

SHST) x Indeks 
Terin tegrasi (It) x 

Indeks BG Terbangun 
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. 00 0) x 

l : 

l 1 2 .  70.072,00 

Contoh II :  

Studi Kasus Banguman 

Usaha Sederhana 

Data Bangunan 

Fungsi 

Ganda/ Campuran 

Jenis Bangunan 

Ban gum an 

GedunglBaru 

Indeks BG Terbangun 

(Ibg) : 1 

Luas Bangunan (LLt) 

: 90 m2 

Ketinggian 

: 2 Lantai 

Lokasi 
Kelurahan 

Pandang-Pandang 

Kepemilikan 

: Pribadi 

SHST BG Sederhana 
: R p S . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0  
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. · -  ' , ..1.-.J...!. • • • •  �� 

: R p S . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0  

Jndeks Lokalitas (flo) 

:  0,35% 

Bangunan Indeks 0,3 
x 1 - :0,3 

Kompleksitas 

Sederhana 

Usaha 

x 2 = 0,4 
: Permanen 
0,7 0,'5 x 1,090 - 

0,545 Ketinggian 2 
Lantai 

r(bp x Ip) = 1 ,245 
Kepemilikan 
Perorangan 
Faktor Kepemilikan 
(Perorangan] = · 1  

Indeks Terin tegrasi (It) 

: 0, 7 x 1 ,245 x 1 = 

0,872 

Cara Perhitungan : 

Luas Total Lantai (Llt) 

x (Indeks Lokalitas x 

SHST) x Indeks 

Terintegrasi (It) x 
Indeks BG Terbangun 

77 

Fungsi :0,2 
Permanensi 



RpS.680 .. 000,00) x 

o�s12 x a :  

Rpl .560 . . 182 .4 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Indeks lokalitas 

merupakan 

presentase 

pengali terhadap 

SHST yang 

ditetapkan o1eh 

Pemerintah 

Daerah, dengan 

nilai paling tinggi 

0,5% (nol koma 

Iima perseratus). 

Huruf c 

Standar Harga 

Satuan Tertinggi 

adalah yang 

dipakai dalam 

perhitungan 
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retribusi yang 

merupakan 

SHST untuk 

Bangunan 

Gedung Negara 

Sederhana yang 

menjadi 

dari 

Satuan 

Bangunan 

Gedung Negara. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Perhitungan Retribusi 

Bangunan Gedung 

berdasarkan rumus:·· 
I  I  I  

V x I x lbg x HSpbg 

Contoh: 
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Pag r Rumah Baru 

D ta Prasarana: 

Panjang Pagar 

: 60 M 

Lokasi 

Kelurahan Pandang 

Kepemilikan 

: Pribadi 

Indeks 

Bangunan 

(baru) : 1 

Indeks BG 

(Ibg) 

Prasarana 

Gedung 

Terbangun 

: 1 

Harga Satuan Retribusi 

Prasarana : 

Rp2.000,00 /M 

Bangunan 

(HSpbg) 

Cara Perhitungan : V x 

I x Ibg x HSpbg: 

Volume x Indeks 

Prasarana Bangunan 

Gedung x Indeks BG 

Gedung 

terbangun 

Satuan 
x Harga 

retribusi 
Prasarana Bangunan 
Gedung: 60 x 1 x 1 x 
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Rp2.000,00: 

Rp120.000,00 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 1 1  

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

. . .  

I  

8 1  .  



., 

(2) 

Cu ku p jelas. 

A at (3) 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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l 1 5  

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ay.at (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
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l 1 7  

Ay t ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ay.at (4) 

Cukup jelas 

Ay.at (5) 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Ay.at(l)  

Cukup jelas. 

Ay.at (2) 

Cukupjelas 

Ay.at (3) 

Cukupjelas 

Pasal 19 

Ay.at ( 1 )  

Cuku p jelas. 
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A.y (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 

Ay.at (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 2 1  

Ay.at ( 1)  

Cukup jelas. 

Ay.at (2) 

Cukup jelas. 

Ay.at (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ay.at (5) 

Cuku p jelas. 

Pasal 22 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

85 



Ay.at (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 

Ay.at (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pasal 24 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 
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Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 26 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 27 

Ay.at(l)  

Cukup jelas. 

Ay.at (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cuku p j elas. 

Pasal 28 

�.;�  · · Cukup jelas. 
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A t ( l )  
ik  p j J ,  ·  

a (2) 
Cul up jelas 

A t (3) 
Cukup jelas 

a al 30 

Ayat ( 1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 3 1  

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukupjelas 

Pasal 33 
Cukupjelas 

Pasal 34 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN GOWA NOMOR 06 TAHUH 2022 

88 



UJ to � 
::, 

0 0 (]Q 

§ C/l C/l 
:i:: C/l .... 

c 
eI ti) 

.... 

c - � 
c 0:, ::, 

� 0:, 0:, 
.... i:o 
Ill ::, 

C/l 
i:: c: Ill ::, � 0. 0. 

� � ::, 

p, p, § 

� � . ::::! 

� 2: 
0. 

t» � c 0 � Cb t, s: 0. 
,... 

::, Cb 

2 
� 

en Cb 

§ � s: Cb 8- i:o 0. 
::, 0. � Cb. § a: '""3 en a 3- .... 

Si 
i:o ::, 

::, � ;, ;;i:,. Sl) 

e, 

i:o 

ii>" 
::, 

0 ,.� 0 0 0 0 .0 0 
z � 

t\J � CJ1 

- 
U1 U1 U1 p.) 

(/J 

5· 
::, 

e. 

c, 

e. 
§ 

�� {� ,.� 0 0 0 0 ,.o 
a - 

U1 � (J1 CJ1 

< 
s· S' 
C/l 0. .... 

Cb � 
(/J 

c.... 

s e. 

� [ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

:,;: �· 
U1 w 

.... � p, 
Ch tv 

- 
(J1 (J1 (J1 C' 

t: 

� 
s 
::, 

c.... 

&.. 
§ 
t""' 

.0 0 � 0 0 0 0 0 .... � 
w � � 

! 
(J1 w .... (J1 

::, 

� 

- - 0 
- 



CT ll> 0 en 
� � CT ll> :r: c c 

Pl ." � 0 § a. ." c [ �  
(/J  ::::,  

i  
§  a.  v  �  �  ::::,  CJ1  a.  et  �  s � o  ll>  ......  ::::,  

e.8 g O il)  
::::,  .... 

.... 

I 
e . " 8 §  p.)  p.)  .  o  ..........  to  

§  
.... V O  

-  a  
� i  

s:::  i-v a  l'v  s  c  
"'  a.  

"'  "'  �  �  a.  �  c  

§  §  'g  r:n  �  ::::,  
ll)  c:  s:  (1Q  

� �  
(/J  

I  C/J  
v  

?  
.... 

l'v 
,.. 

0 
ct 

x 

- ::::, 
a. 
('b 

0 0 0 ...... 0 . 0 9 0 0 :,:" 
00 0\ (..) 

.. .. .....:J (/J 
...... ...... CJ1 -;:::::; ':t1 .....:J CJ1 

... 

� c: 
::, 

(1Q 
(/J 
.... 

- ':t1 � '"C s §' I» ('b Cl) 

- �  c. § s ,.... 
::, � 0 
8§ I» 

"'O .... 
., 

::::, ti" I» � ..... ('b :,:" rtJ 

('b § ::::, rtJ Si 
"'O Cll 

..... 

gr ,.... 

('b ..... ll> 
s (/J (/J 

:=: 
.... 

..... � 
§ 

0 0 0 
to CJ1 ?..:> (.,.) 
0 

s 
,.... 

?' ?> .....! 0- ll) ?' ?> 

to '"C :z [ � �  '"C  "'O  :z  en  ::?.  en  
ll>  ('b  Cb  

('b  Cb  
0  

Cb  •  Cl)  

a.  a !  �  ::,  ..,  3  ::,  a.  a.  a.  
Cb  �  Cb  §  rJ  g  :li 3 § .., .., '"C  

.  �- ::r ::r � c� ('b  § Cl)  § §  ::::,  e, Cb ::, 
3 � �  c_  �  

::,  ll)  p)  
('b  
,....  

P>  ..........  S:::  CT  ('b  

3  ('b  
..,  

- -  �  

a.  
..  ('b  

-  :,:"  �  (/J  c_  :;,:  Cl)  

�  c:  �  ::::,  !  �  CG. � 
{1. e :3 ('b 
::::, o. ('b 

[ � 
,.. 
('b 
.., 

- e. [ - .J! 
- 

- - ..!:::,. 
-0 
tel 
:;I:) 

en 
c=l � 
c 
c, 

c 
> 
z 

to 
::> 
z 

0 
c 
z 
> z 
0 
tr] 

0 c 
z 
0 



? - 
0, ..... 

- CJ - c: 'O � ,... ,... 

'O -· ::, 
3 ,... 

� e 
;,:- � 3 

� 
- 0, - - - ::s ::s ::s � Cl 

0 - 0. 0. 0. x ... 

Cl g Cl ('II 

M 
(1Q 

0 ::,,:;" ,... :;:,:;" ;,:;" ::r 
"1 (/'J (.h (/'J 

- e � � -e � I"+ C" 

Cl � Cl "O ::s 

'O 

� 
::, :I. x (1Q 

Cl 3 (1Q :::, 
- - s 

,.. 

32.. 
::s 

('II :!!. ('II 
0. ..... ('II ,... � - I"+ ('II >: ('!) ..... 

:;:,:;" ('II "1 PJ 
':r::l 

r. 
$1) "1 (/'J (/'J 

::, 
..... 

3 � 
:J. 
::s 

(D 

� 
f1. 

- - c 

C" 
PJ 
::s 

(1Q 

c 

:s 
PJ 
:s 

� 
c. 

c 
:s 

O'Q 

� 
3 
c: 

A) 

'< 
PJ 
:::, 

O'Q 

c. 
OQ. 
c: 
:::, 

ll> 
x: 
PJ 
:::, 

ll> 
c, 

PJ 
..... 

ll> 
:,- 

...... 

o 
::c 
en 

� 
� 



. 

er, 

er, er, er, P> 

P> ii> P> 
Cll c... 
(b c � � Cll 
3 (b 

3 
3 3 3 

(b 

- 
,_. 

.... .... 
,_. ,_. ..... .... ,_. 

..... (b (b (b 
:, p5" 

-o 00 -..J 
°' 

CJl � vJ N ,_. 
0 '° 00 -..J 

°' 
CJl � vJ N ,_. ::::, :, :, vJ ::r 

,_. N vJ [ s 
p5" 

l 
p5" Cll 

:, 

rg, rE. + s- 
..... 

- 
Cll (/) (/) 

S' 
r--- 

' 
,  . 

� 
. 

: 
: 1  � 

0 
(b  

I  
= =a .  ,_. (/)  

I !  (.,.) 
.... 
(b 

ID ::s 
.... ..... .... .... 

- 
.... .... ..... ..... ,_. ..... ,_. ..... ..... ,_. 

..... ..... ..... ..... .... ..... w c... � � � � (.,.) w 1v  
�  

1v  (.,.)  CJl  CJl  CJl  .J>.  .J>.  w  to  tv  
-  

......  
,_.  .....  0  ,_.  

-  +  c  
.i::.  N  0  00  

°'  
.i::.  tv  -o  

°'  
w  -o  

°'  
w  ID  O'I  w  tv  ID  ID  \D  -o  0  3  .....  C/1  CX)  -o  (X)  C/1  0  w  �  w  I.O  C/1  O'I  -..J  t\J  UI  0  0  ....:i  '°  

(,.}  p)  .....  

s-  
::r  

- [  .  

s-  
.... 

. 

I 

'  
c... 
c 

3 

� � � � � .+:>, .J>. � .+:>, � w w vJ vJ w {.,.) w w w w 
p5" 

CJl C/1 CJl ::r 
N 
- 

0 '° 00 -..J 

°' 
C/1 .+:>, w N 

- 
0 I.O CX) -..J 

°' 
CJl � {.,.) tv ..... 0 

[ 
g_ 

I I  

:,::: 

� 
=a 
ti)  

;:;;· 
::, 

- - 
..... 

- - 
..... ..... .... ..... .... ..... 

- - - - 
.... 

- 
...... 

- 
..... ..... 

- - c... � . . 

00 00 00 00 "....:i '"....:i "....:i "....:i '"....:i "....:i '"....:i "....:i '"....:i 

"' "' "' 
c (X) 00 00 ....:i -..J ....:i ....:i 

w Iv Iv 

- 
...... 0 0 I.O 00 00 ....:i 

°' °' 
C/1 ""' w w tv ...... 0 '° 00 -..J 3 

w 00 vJ 00 w ....:i 
- 

CJl -o Iv C/1 00 ..... � 
°' 

00 0 tv w .+:>, CJl 

°' °' � 
r 
::, 
,.... 

�. 



� 
- c, I)) 

e. "O 

� cj;" 
::r C' � 

v, 
Cl) 

a 
..... 

Cl) 

o 
:::, 

:I: "O 
(f) � 
> 

c. 

z 
I)) 

C' 
..,< I)) 
c- :::, 

� 
;::, 

§ 
(1Q 

8.. 
c 
::, 

� 
\0 
... , 

c.. 
c 

3 

Iv Iv tv tv Iv Iv Iv Iv tv Iv 
;' 
.... 

ID CX) .....:J 0\ Ul � w tv - 0 
,J 

� 
::, 
.... � 
.... 

;,;: 
0 
Cl) 

::'I 
v, 
.... 

Cl) 

::s 
..... ..... ..... ..... 

- 
..... 

- - - 
..... c.. 

0\ 0\ 

"' 
O'I 0\ O'I Ul Ul Ul Ul c: 

0\ U1 � w tv ,...... ID CX) -.J Ul 3 
0\ 0\ Ul � tv 0 -.J � 0 O'I 

� 
I £;"" 

.::::J 

s 

c.. 
c 

O'I 3 
0 

"' 
Ul Ul en en Ul Ul Ul 

;' 
+ ::r 

"=- 
0 ID CX) .....:J 0\ Ul � w 

� � 
::, 
g_ 

:,:: 
0 
Cl) 

,...... ::'I 
rt> 

CX) ;;· 
O'I :::, 
tv 
+ 

.... 

- 
.... 

- 
.... 

- 
.... 

- c.. 

0 CX) 00 (X) (X) (X) (X) CX) CX) c 

"' 
U1 U1 Ul .l). � .l). w 3 

0 rv ID O'I w ID Ul ..... -...) 

� 0 
w 

':, s;' 
- ::::, 

g_ 



"'O 
CXJ 
::::0 
en 
t?] 

� 
c 
c, 
c 

> 
z 

OJ 
> 
z 

0 
c: 
z 

> 
z 

0 
CXJ 

c 
c 
z 

0 

- - CF 

� 
S' 
0. 
(b 

� 
(/J 

OJ 
0 

0 0  

°'�  CJl  CJl  

x  x  

CJ1  CJl  
0 0  

'#.  '#.  
II II 

9 9  
"" tv  
tv  tv  
CJ1  CJl  

0 0 0  

(.,.)  �  0\  
O  CJl  CJ1  

x  x  x  

CJ1  CJ1  CJl  
0 0 0  

::R  ::R  ::R  
0  0  0  

II II II 

0 0 0  
i..  

......  tv  w  

CJl  tv  tv  
O  CJ1  CJ1  

'  



- ..... z 
0 

I ,  

3 � 
- 

0 0 Ul 
0 0 

0 0 0 

0\ 0\ "' u, u, u, 

x x x 

u, U1 u, 
0 0 0 

...... ...... ...... ...... ...... ......  

o  o  o  b  Coo o 
0 0 0  0  0  0  

0  0 0  0  0  0  

�  � �  �  �  �  u,  U1  (Jl  (Jl  (Jl  u,  
><  x  x  x  x  x  
u,  (Jl  u,  u,  u,  U1  
0  0 0  0  0  0  

'!-  1 -t-  o� 0° o� 0° 

O ere 0\ O' �  
u,  u,  �  
x x  x  
in  U1  u,  
O  O o  
,o .._o � ,o � ;:R. 
e- o" e o" o o 

- 

0 

� 
u, 

x 

u, 
0 

0 

0 

� 
0 
0 

9 
C\ u, 
x 

u, 
0 

'!- 

0 
0 

0 

� 
(Jl 

x 

u, 
0 

'!- 

0 

0\ 
u, 

>< 
u, 
0 

'!- 



....... 

0 2: 
0 

a 
Iv 

a 
Iv 

1 

,o � 
o" o 

- -  ,..00 °' 
0 0  

0  

�  
Ul  

><  
Ul  
0  

'#.  

0  

°'  Ul  

><  
Ul  
0  

'!-  

'"""  
0  
0  

0  

�  
Ul  

><  
Ul  
0  

�  
0  

0  

°'  CJ1  

x  

Ul  
0  

'!-  

'"""  0  
0  

'"""  0  
0  

0  

°'  Ul  

x  

Ul  
0  

'$.  

0  
0  

-  

0  

O'I  

CJ1  

x  

Ul  
0  

'!-  

.......  

0  
0  

0  

°'  Ul  

><  
(/1  

0  

'$.  

-  0  
0  

0  

°'  Ul  

x  

Ul  
0  

'$.  



r 
.... 

u, .... 
z 
0 

'"C '"Cl 
(P (P 
..., ..., 

U1 U1 

s s 
..., ..., 

.... .... .... .... .... .... .... ....  

0 0  

� �  
CJ1  u,  

><  ><  
CJ1  CJ1  
0 0  

0 0  

C'I  0\  
(/1  CJ1  

><  ><  
Cl'I  CJ1  
0 0  

cf-  '?ft  

o o  
0 0  

0 0 0 0 0  0  

� � � � �  �  
u,  CJ1  CJ1  CJ1  CJ1  u,  

� >< >< � �  :><  

CJ1  CJ1  CJ1  CJ1  u,  CJ1  
0 0 0 0 0  0  

0 0 0 0 0  o  
0 0 0 0 0  0  

0 0 0 0 0  0  

°'  °'  0\  "'  °'  0\  (/1  CJ1  (/1  CJ1  (/1  (/1  

><  ><  ><  ><  ><  ><  
(/1  CJ1  (/1  (/1  (/1  (/1  
0 0 0 0 0  0  

cf-  cf-  cf-  cf-  cf-  cf-  

0  
0  

0  

C'I  
(/1  

><  
(/1  
0  

cf-  

0  
0  

....  

0  

C'I  
u,  

><  
(/1  
0  

'?ft  



- -o 

,_. 

O'I z 
0 

c 
::f 
.... 

....... 

J 

0 0 
0 0 

0 0 

°' °' (/1 (/1 

x x 

(/1 (/1 

0 0 

'#- '#. 

(/1 

0 

� 
(Jl 

>< 
(/1 

0 

"#- 

0 

� 
Ul 

>< 
Ul 
0 

'cft 

0 

� 
(/1 

>< 
(Jl 

0 

'cf- 

0 0 � v 
0\ 0\ 
(/1 (/1 

>< x 
(/1 (/1 

0 0 

'#- '#. 

..... - 
0 0 
0 0 

..... 

0 
0 

0 

°' (/1 

x 
(/1 

0 

'#. 

0 0 0 0 0 0  
v � v � � � � � �  
(/1  (/1  (/1  (/1  (/1  (/1  

:.<  x  :<  :.<  :.<  �  

(/1  (/1  (/1  (/1  (Jl  Ul  
0 0 0 0 0 0  

'cft  'cft  '#-  '#-  "#-  "#-  

,....  ..... .....  ,_.  .....  ,_.  

0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0  

°' °' °' °' °' °'  (/1  (/1  (/1  (/1  (/1  (/1  

::.<  x  x  ::.<  ::.<  x  
(/1  (/1  (/1  (/1  (/1  (/1  
0 0 0 0 0 0  

'#-  '#-  '#-  '#-  '#.  '#.  



{\.) 

0 'Z 
0 

• 

- 

....... 

0 
0 

0 

"' (.J1 

x 

Ul 
0 

'#- 

,- 

0 

� 
(.J1 

:.< 

<.n 
0 

I �  

- .__  

c c  
�  =3  
...... ..... 

...... ......  

.......  ,_.  ,_.  
-  -  -  g  g g  

0  0 0  

"'  "'  "'  Ul  (.J1  (.J1  

x  x  x  

Ul  Ul  Ul  
0  0 0  

'#-  '#-  #  

0  0 0  

�  � �  
{JJ  {JJ  {JJ  

:x  �  �  

{JJ  {JJ  en  

0  0 0  

�  � �  

c  

2. 
...... 

0 
0 

0 

"' (.J1 

>< 
(.J1 
0 

'#- 

- -  0 0  
0 0  

0 0  

� "'  u,  (.J1  

x  x  

u,  u,  
0 0  

# # ·  

0 0  

� �  
u,  Ul  

�  �  
Ul  Ul  
0 0  

� �  

c::  
::s  

-· ...... 

- '- 

0 
0 

0 

- 

°' u, 

>< 
u, 

0 

'2fl· 

- - - -  g g g g  

0 0 0 0  

"'  "'  "'  "'  u,  Ul  Ul  u,  

x  ><  x  ><  
en  CJI  CJI  Ul  
0 0 0 0  

#  '?fl.  '?fl.  '#.  

0 0 0 0  

� � � �  
Ul  CJl  Ul  Ul  

M  X  �  �  

Ul  Ul  Ul  Ul  
0 0 0 0  

� � � �  

I  
I  



0 
0 


